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TINJAUAN. YORIDIS TERHATAP PERKAWINAN DI BAVAH TANGAN

I. PEEDABULUAN

Perkawinan merupaken selsh satu bagian yang sangat
penting dalam kehidupan manuaiae. karema dari perkawiman
ini dimaksudkan agar térbm‘hzk suatu kelnarga yang bahagia
dan: kekal, Bahkan dalam ajaran ageme Islam, daYam situasi
tertentu oramg diwajibkan untuk melakukan perkawinan,
yaitu di kenakan. pada orang yang sudah mampu kawin, nafsues
nya teleh mendesak dan 4&i takutkan terjerumus dalam perzi-
naan. |

Adapun yahg dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan
lahir batin amtara seorang pria- dengan seorang wanita se—
bagal suami istri dengam tujuan membemtuk suatu keluarga
( rumah tangga ) yeng bahagia dan kekal berdasarkan
Kemm‘ Yamg Maha Esa ( Undang-undang No, 1 Tahun 1974,
Tentang Perkawinan, Pasal 1 ).

Selanjutnya dalam penjelasgan pasai tersetmt dijelas
kan bah\éa,i sebagal negara yang berdasarkan Pancasila, die
ﬁana Sila yang pertamamya idldah Ketuhanan Yang Maha Esa,
maka perkawinam mempunyai hubungam yamng erat sekali dengam
agama / kerohanian aehingga perkawinan bukan saja mempu-
nyai unsur lahir / jasmani, tetapi ungur batin / rohani
juga mempunyai peranan yang penting, Membeniuk keluarga
bahagia rapat bhubungan dengan keturunan, yang pula merupa-
kan tujusn perkawiman, pemeliharaan dan pendidikan menja-
di hak dan kewajiban orang tua..




See g e —rm v wmpenme - - .

- l‘l‘engmgat begitu pantingnya arti perkawinan bagi
kehidupan manusa.ammaka sudah seharuanyalah perkawina.n itu
diatur dalam-peraturan khusus. Delam-Undang-undang No, 1
Talun 1974 't‘?l.?:h diatur ;.bﬁx.':"??@i.: keteniuan- supaya perka-
winan menjadi sah, yaity barus mememubi berbagai syarat *
dan ketentuan serta fata cara yang sudah diatur dalam
undang-undang tersebut, | -

Mengemai sahnya perkawinan ini telah diatur secara
tegas dnlam pasal 2 Undang—unﬂang Ko, 1 Tahun 1974, yaitw
1) Perkawiman adalah gah,apalila dilakukan memu -
rat hukum masing-masing agamanya dan kepercaya.
amnya itu.

2) Tiap-tiap perlcawinan dicatat menurut p&ramran
Perindang-undangan yang berlaku.

Ketentuan tersetut menimbulken perbedaan pemdapat
antara ﬁara ahli hukum , Ada sebagian yang berpendapat
bahwa perkawinan gudah sah apabila telah dilakukan menu -
rut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, meg-
kipun belum dicatatkan, Sedangkan yamg lain berpendapat,
bahwa perkawinan sah jika setelah dilakukan menurutvinkum
maging-masing agamsenya dan kepercayaannya, kemudian dila-
kukan pencatatan,

Apabila ki ta melihat peaktek sehari-hari, temyata
magih banyak orang yang meiakukan perkawinan tanpa mela -
kukan pencatatan perkawinan dengan berbagai alasan, Per -
kawinan semacam ini biasa disebul dengan perkawinan di. ba-
wah tangan, yang dalam agama Islam dinavaken kawin sirri.

Bx]l inilah yang aken ditehas lehih lanjut dalam makalah
ini,
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II. PERMASALAHAN

7 Dalam praktek mapik banyak orang melalkukan perka -
winan tanpa memcatatm perkavinam tersebtut di kantor pen-
catatan perkawinan. Padahal sebenarmya perkswinar sesacem
ini semgat Tiskan dem isa memimbullan keeulitan-kesull-
tan tertentu @i kemudiam hari, Hal imilah yang menarik mis.
nat pe:mlia untuk memdahas masalah ini.

Permagalahan mengmai perkawiman di Tawah 'bangan
ini sgngqt banyak, Oleh karena itu penulis hanya membata-
si permasalahan sebagai berikut ¢
1, Kapan saat salmya perkawinan setelah berlalunya UU No,

1 Tahum 1974 2

2, Bagaimana aldbat hukum perkawimam di bawah tangan sete-
lah berlakumya UU Ho, 1 Tahun 1974 7

ITT, PEMBAHASAN MASALAN

A. Saat Sahnya Perkawinan Setelah Berlakunya UU Ko, 1 Ta-
- hus 1121;

Perkawinan aken menimbulkan akitet hukum yang sa -
ngat luas, baik bagi suami istri, keturunam yang lahir
dari perkawinan tersetut, dan jugs bagl pihak ketiga,

Oleh Barema itu pemting sekali untuk mengetehui kapan ssat
sghaya perkawinan, karena hal itu mementukan sejak kapanm
tin'bul éld.ba%-ald'bat perkawinan.

et X JRAJEVIN




Dalam pasal. 2 Und.a.ng-tmdang Ho. t Talun @1‘974 di te~
mska.n mengenai kapan saat salmya perkawiman, yaitu seba-
gai berikut z _

. Perkawinan adalah sah, apa.bila dila.lmkan menurut hukum

nasimg-msing agamnwa dan . kepemyaanm 11:1.1.

R T

2 !iap-ﬁap perkawinan diw:mt memurut pemtum perun-
dang-undan gan yang berlakn, =
~ Ketentuvan tersetut ternyata menimbulkan. per‘bedaan
pendapat diantara para ahli hukum, Ath yang ‘herpaadap.t
bahwa perkawinas adalah.sah apaw.la eudah mememuhi ketemﬁ

an pasal 2 ayat 1. Te'bapi ada yang berpemdapat bahwa keten-

tuan pasal 2 ayat 1 dem 2 merupakam satu kesatuasm, aehlm&g

g2 keduanya harus terpenuhi _

Kasan yang dikemukakan aoleh. pmdapat pertama dida-
aarlaan padas:

1. Pen;jelasan pasal 2 ayat (1) ou Eo. 1 Tahun 1974 yang
bertunyi *,.. tidak ada perkawinan di luar hukum masing-
Daging a.gémanya dan kepercayaanmya itu";

2, Penjelasan umum UU Mo, 1 Tahun 1974, eub 4a yang berbu-

‘myl ",.. pemcatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama
haliaya dengan pencatatan peristiwa-perigtiwa penting
dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian
yang dinyatakan dalam supsti-surat keterangan, suatu ak-
ta resmi yang dimat dalam daftar pencatatan ( Wibowo
Reksopradoto, Hukum Perkawiman Nagional : 20 ),

Dengan denild.an pencatatan perkawinan tidak menen-
tukan saat sah ataun tidalnya perkawiman, tetapi hanya me-




rupakan Widakan administratif saja. Jadi apahila perka ~
wizan tidak dicatatkam, perkawinan ‘erselut tetap sah, ma-
mm masing-masing oramg yang melangsungkan perkawim.‘ di-
hukum dengam hukuman denda setinggi-tingginya . 7500,-

( tujub ribu lime ratus rupieh ), Hal ini sesuai dengan
PM&S ayat 1. gub a PP No, 9 !ahun 1975,

_ - Sedanglcan pendapat kedua menyatakan tahwa peuca'ba-
ton perkawizan menextuken seh dam tidslmya sustn periavi-
nsu, Alasannya adaleh, Babwa pasal 2 ayat (1) dan (2) ba-
Tug dibaca sebagai satu kesatuan. Jedi setelah mememuld
syarat agama dan kepercayaannya itu harus segera disugul "
dengan pencatatan, _ ‘ _ |

| Selanjuinya apabila pasal 2 UU Eo, 1 Tahun 1974
ini dikaitken dengan BAB III atauvpasal 13 sampai demgan
pasal 2t dan BAB IV dari pasal 22 sampai 28 UUP meming-
moging mengenai pemcegahan atau pembatalam periawiman baWl, :
nyalah mungkin tila tatacara pencatatan ditempuh sebagai-
mana diatur oleh PP No, 9 Tahun 1975, Sehingga apabila per-
kawinam di luar pencatatan sah, maka kedua badb pencegahan
dan. pembatalan suatu perkawinan tidak ada gunanya, Bebera~
Pa pasal PP No, 9 Tahun 1975 menunjang pendapat ini, mi -
salnya pasal 10 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikuf :

"Dengan mengindahkan tatacara perkawiman msmurut .
agame dan kepercayaammya itu, perkawinan fitu dilak-

sanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri
oleh dua orang saksi',

Bila pendaftaram / pmcatauin perkawinan itu tidak diang-

e




nyak perbailen menuju ke UU yang modern tidak tercapai,
wlsalnys pengowesan poligami, pengawasan perkawiman anak-
8nak, dan lain-lain ( Wibowo Reksopradoto, Hukum Perkawi-
- nam Nagiomal : 21 - 22 ),
. Dalam kaitannya dengan ha.l ini Mulyadi berpendapat
ba.hwa perkawinan sah apabila d:l.lalmkan menurut hukum ma -
sing-masing agamanya dam kepercaysamnya itu ( Pasal 2 ayat
1 UU No. 1i Tahun 1974 ), Namun perkawinan yang hanya dila-
knkan memmnt pasal 2 ayat 4. UU Ko, 1. . Tahun 1974 tersebut
kurang menjamim kepas'l:!.an hnkum adanya perkauinan. Hal ini |
karema salnya perkawinan hanya' dapat dibuktikan dengan sak-
8i, Sehingga di kemudian hari akan timbul kesuli tan-kesu-
litan apabila perkawinan tersetut tidak dicatat memurut
ketentuan perundang-undangan yang berlakn., Kesulitan-kesu-
litan tensehzt misalnya
T, Bila berhubungan demgan instensi pemerintah, sembungan
dengan perkawinannya, mengenai tukti adanya perkawinan;

2, Bila timbul sengketa mengemai sah tidalmya perkawinan
yamg diajukan ke pengadilam, maka akan timbul kesulitam
mengenali bukti adanya perkawinan,

B. Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Setelah berla-

w U Ho. 1 Tahnn 127&

_ | Perkawiman yang sah menmurut Imkum akan memimbulkan
aki‘bathnktm sebagai berikut @




1.

2. !Eim'bulnya harta bemda dalam perka.winan.
3. Timbulnya hubungan amtara oramg tua dam anzk,

dan kewajiban antara suami istri. Adapun mengenai ha;dan
kewajiban tersetut telah diatur dalam Pasal 30 - 34U
T. Tabun 1974, .yaitu sebagal berikut s:

2,

3
4,

e

ping-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadi

Timbulnya hutumgen amtara suamd istri,

Akitat perkawiman bagi suami istri meni wbulian ha.k

Suaui istri memikul kewajiban yang luhur untnk men
kan rumah tangge yang men;)adu. sendi dasar susunan
ﬁbat'

Hek dan kedudukan istri adalah aembang d.en@.n ha y
. keduduken suami dalam kehidupan rumah tangga dan
~ pergaulan magyarakat;

Snami istri Yerhak. mel‘akukan‘ perbuatan hulum;

i-%;

Suami adalah kepala rumeh tangga dam istri itu rumdh -

tangga. Disamping itu suami wajih memberikan sega14 g~

suatu keperiunan hidup berumah tangga sesuai dengal

n jke-

mempuan, dan istri wajid mengatur rumeh tangga sebqij.k--

balknyas;

Suami 1stri wajib saling mencintai, hormat menghon#ati,,

getia dan memberi bantuan lahir batin satu kepadi
laing;.

:;“ans

Suami istri wajid mempunyai tempat kediaman yang tié'bap

dem tempat kediaman tersebut di tentukan oleh manri |.1.s-

tri versama,
Jika suami atau istri melalaikem kewajibann




Setiap perkara yang diajukan ke pengedilen tentu memerlu-
kan bukti-bukti yang kuat untuk dfjadikam pertimbangan ba--
gl bakim untuk memmtus perkara. Bagl orang yang mel‘ahﬂ(ah
perkavimen & bawah tangaw akam sulit memmjukken tuktl,
imrems buktt otentik adanye periawizew yamg berupa akia
Mukti, Hal {milsh yang merupakam salsh satu kesulitan yaug
muncul & kemudian hari,_ jika suatu saat terjadi hal-hal
yang tidek diinginmlem,

_ Sedangkan akibat perkamiman yang memyangknt har'ba
'benda dalam perkawinan juga sudah diatur dalam. Papal 35 -
37 UU No, 1 Talun 1974, yemg memyataken sebagai berikut s
T, Harta benda yang @iperoleh selame perkawinan memjadi.

barta bersame, sedanglkan harta bawazn dari mesing-ma -~

ging suami dan istri dam harta benda yang diperoleh ma~
sing-masing sebagali hadiah atau warisam, adalah di bawhh
penguaaaan masing-maging sepanjang tidak di tentukanb

Jain oleh suami istri.

2. !I.engenai harta Dersama suami: lstri dapat bertindak atas
persetujuan kedua beJ_ah pihak, Sedengkan mengemai harta
bawaan mesing-masing, suami istri memepunyai hak sepew.
nuhnya untuk melakuken perbuatan hukum terbadap harta
benda tersebut. |

3. Jika perkawinan putus karema perceraiam, harta bersama
diatur menurut hukumnya masing-masing, |

Jika @i kemmdian hari perkawinan putus, sedangkan
perkawinan tidak dicatatkan sehingge tidak memiliki skta




perkawinan, maka aken timbul kesuliten baik dalem proses

perceraiam maupun mengenai harta bersama, sebab tidak ada-

nya tukti otentik tentang ada.nya perkawinan,, Dengan demi-
kiam perkawimam hanya dapat a1 bulctd kan dengan saksil.

Selanjutnya apahila ‘dalam perkawinan dilahirkam
mak, make akam Himbul hak dan kewajiten antara oramg tua
den amek secara bertimbal talik, Bal imi diatur dalam pa-
gal 45 ~- 49 UU ¥o, T Tahun 1974, yang menyatakan sebagai
berikut ¢ ' | |

1. Kedna orang tua vrajib memelihara, da.m mmdidik afak—~
ansk sebaik-baiknya, sampal emak itu kawin atau dapat
berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku terus walau-—

~ pun perkawinan kedha oramg tua putus.

2, Amek yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum per-
nzh kawin, berad di bawah kekuasaan orang tusmya, se-

lama mereka tidak dicabut dari kekuaszam orang tua.

3+ Orang tua mwakiii anak tersebut, memgemai segala pei' i

Watam hulum di dalam dan diluar pengadilan,

4, Orang tua tidak boleh memi ndahkan hak ateu menggadai -~
kan baramgebarang tetap yang dimiliki anaknya yang be-
lum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin, kecuali
apabila kepentingan anak itu menghendaki.

5. Kekuagaan salah seoxang atau kedua orang tua dapat dica-
ut kekuagaanmya terhadap seorang anak atau lebih, -
tuk waktu tertentu atsw pemintaan orang lain, keluar-
g2 amak dalam garis lums ke atas dan saudara kandung
yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang,
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' Sedangkan anak berkewajiban untuk
1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehemdak
~ mereka yang baiks;, | _
2. Jika anak telah dewasa,, ia wajid memelihara memurut ke-
mampuannya, arang tua dan. keluarge dalam garis lurus

ke atag bila mereks memerlukan bantuem,

- Kpa yang menjadi kewajiban oxang {ua mjadi hak
dari anak, Demikian juge sebaliknya, apa yang menjadi ke-
wajikan dari anak adalah merupen hak orang tua,

Apabila perkawim arang 'l:ua tidak dicatatkan, maka
akan gulit” menem:kukan hutungan amta.ra ‘yenak demgan bapaknga.
-Jika @i kemudian hari timbul masalah, misalnya dalam hal
varisan meks akan sulit pembuktiannya. Disamping itu dalem
haX mendapatkern akta kelahiran amak akita perkawinan menja-
di salah satu persyaratan, untuk membuktikan amak tersé-»
tut amak sidpa,” |

Jadi meskipun perkawiman di bawah temgam itu sah,
karema alasan-alesan yang sudah disebutkan di muka, mamun
akan memimbulkan banyak kesulitan dikemudian hari.

Iy, PEHUTUP

A, Simpulan 4

¥, Perkawinan di bawah tangan, apabila sudah memenuhl sya—
rat sesnai demgan hukum masing-masing agama dan keper-
cayaannya, adalazh sah, Hal ini dikarmakan, pencatatan
perkawimam bukan merupakam syarat sahnya perkhwinan
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tetapi hanya merupakan timdakan administratif saja.

2. Meskipun pencatatan perkawinan hanya merupakam tinda—
ken adminigtratif,, tetapi sangat penting artinya, kare-
ma dari pemcatatan ini akan memperoleh akta perkawimen '
yomg menjadi bukti otemtik tentang adanya perkawinan,
‘Dengan demikiam jika tidak dilekukem pencatatan akan ¢
menimbulken banyak kesuli tan,

Mengingat begitu pentingnya penaa‘ba‘tan perkawinan
wtuk membuktikan adanya perkawiman, maka alangkah baik -
nya perkawinan yang sudah sah menuru'b hukum maging-masing
agame dan kepercayaamnya itu dilanjutkan dengen pencatatan
perkawinan, sesuai denga.zi ketentuan perundang-undangan
yang berlaku,
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